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Dengan hormat.

Perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan mengusulkan masukan 3G, yang akan kami fokuskan pada Kuesioner butir 4, 5, dan 8.
Sebagai yang pertama kalinya dipilih langsung oleh rakyat, suka tidak suka, pemerintah haruslah berbeda dengan yang ditulis Bpk. Laode Ida, Wakil Ketua DPD RI, yaitu: “Musuh Bangsa, Dari Dalam Pemerintahan Sendiri, para pemegang jabatan di pemerintahan menganggap diri sebagai pemiliknya, bukan sebagai pemegang amanah untuk kepentingan rakyat yang menjadi tanggung jawabnya (Kompas 16 Mei 2005)”.
Disaat KLB (Keadaan Luar Biasa antara lain: Infrastruktur mental dan fisik porak poranda; 53 juta rakyat miskin dan bodoh; Dana pendidikan tersedot bayar ex hutang konglomerat dan negara 100 triliun/th selama 20th; Disusul “tsunami” yang lebih besar lagi yaitu subsidi BBM 130 triliun/th; Mengejar Negara lain yang maju pesat 9%; Gempuran asing seperti termuat dalam “Pertobatan Stiglitz dan Perkins, Republika 10 Agustus 05), yaitu disaat kelangsungan negara benar-benar terancam, pemerintah haruslah bahu membahu dengan rakyat bersikap kepentingan Negara diatas segala-gala-nya. Kita patut mencontoh nasionalisme rakyat dan pemerintah Amerika yang dengan gagah berani bertindak bad boy dengan memilih Chevron (AS) yang menawar Unocal (AS) kalah rendah dibanding CNOOC (Cina), sekalipun Amerika adalah “pendekar utama” globalisasi.
KLB diatas adalah “buah” dari Indonesia yang sekalipun mempunyai kekayaan alam berlimpah dan Konstitusi yang Mulia (kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat), namun Konstitusi yang Mulia sebagai Undang-Undang tertinggi itu telah dilanggar habis, seolah-olah menjadi berbunyi “kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran segelintir”. “Anehnya” dilakukan dengan aman-aman saja tanpa melanggar Undang-Undang, simply karena justru Undang-Undang, yang mengatur penggunaan kekayaan alam sebagaimana yang sangat jelas di amanatkan Konstitusi, malahan tidak dibuat.
Karena Frekwensi adalah kekayaan alam, suka tidak suka, penggunaannya harus memenuhi Konstitusi. Maka untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat (dan keadilan antar peminat), pemberian lisensi harus berdasarkan tender, dan pemenangnya adalah yang menawarkan biaya lisensi yang sebesar-besarnya, berupa % dari dividen setiap tahun. Jadi pada dasarnya rakyat pemilik Frekwensi menjadi salah satu pemegang saham / share operator, suatu kondisi yang sangat wajar, basic / normal business practice, karena Frekwensi nyata-nyata adalah inkind contribution dari rakyat. Pola ini sama sekali bukan masalah baru yang sulit, karena sudah menjadi praktek standar di industri perminyakan. Dalam kasus blok Cepu, rakyat melalui pemerintah mendapat total share 87% s/d 93%, tergantung dari harga minyak. Untuk tidak memberatkan investor (dan pelanggan), dan sekali lagi untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, biaya lisensi jangan sekali-kali berupa (mengandung unsur) Upfront, karena itu hanyalah kesenangan sesaat yang menyesatkan, tidak berbeda dengan ijon, serta hanya merumitkan sistem perhitungan secara tidak perlu, sehingga dapat membuka kesempatan yang tidak-tidak. 
Sekalipun pemenang tender adalah yang menawarkan share untuk rakyat yang tinggi, namun rakyat hanyalah pemegang saham pasif. Dengan perkataan lain share yang tinggi tersebut bisa dikatakan sebagai “kontribusi / sumbangan” dari operator pemenang tender, walaupun hitungan-hitungannya seperti menghitung dividen. Disarankan perolehan ini dikhususkan untuk pendidikan, karena walaupun sudah ada program BOS (Bantuan Operasional Sekolah), kebutuhan untuk pendidikan adalah sangat prioritas kalau kita tidak mau semakin tertinggal dari negara lain (Program Post Graduates Cina pada tahun 2002 menghasilkan 81 000 (tahun 2002 saja), yang enroll 203 000, yang sedang mengikuti 501 000. Anggaran pendidikannya thn 2002 Rp. 600 Triliun/thn). 
Bila ada pertimbangan demi karena jaringan sudah ada, maka incumbent operator otomatis mendapat jatah, masalahnya itu tidak otomatis sejalan dengan Konstitusi. Pertimbangan seperti itu barulah meliput kepentingan incumbent operator / investor dan pelanggan sebagaimana yang berjalan dimasa lalu. Sedangkan rakyat sebagai pemilik / inkind Frekwensi tidak mendapat yang sebesar-besar kemakmuran, sesuai amanat Undang-Undang tertinggi / Konstitusi. Operator incumbent dapat tetap melayani jasa 3G melalui EDGE. (“EDGE takes GSM to 3G. EDGE triples the capacity of GPRS, as well as enables 3G services, and is a simple add-on to existing GPRS networks at incremental costs. The first EDGE network in the world is expected to be launched in the Americas by end 2002. The ARC Group reported at the Forum that EDGE subscribers are expected to reach 331.4 million globally in 2007. EDGE is a complementary technology to WCDMA, rather than a competing one, which allows an operator to deploy a single harmonised network delivering optimum performance, coverage and long term flexibility, at lowest cost. EDGE, in conjunction with WCDMA, provides the means for global 3G service build out. There was a common understanding that EDGE will be deployed seamlessly across all frequencies (800/900/1800/1900).”, Source: GSA, Wed Jun 19, 2002). Bahkan menurut pandangan kami, dari hasil merger, Frekwensi yang kini dikuasai sebagian operator Incumbent “ibarat mobil kini hanya butuh 5 ban tapi mempunyai 10 ban. Kalau dapat lagi, maka ibarat menjadi 15 atau 20 ban”.
Bilamana ada penawaran terbaik bukan dari incumbent (artinya lebih baik dari incumbent), maka perlu diberi waktu menggelar, karena mereka juga untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, disamping untuk investor/pemilik dan untuk pelanggan. Usaha kembali sesuai Konstitusi akan dirasa agak lambat hasilnya diawal, tetapi akan terbaik dalam jangka panjang. Karena tidak sabarnya, maka kita telah terjebak pada hasil yang cepat di awal, tapi sengsara berkelanjutan di masa depan, bahkan kini terperosok ke dalam KLB. Negara yang kini maju, telah menempuh bersusah-susah / humble di awal, tapi sedang memetik hasil memuaskan pada jangka panjang, termasuk dengan memprioritaskan pendidikan. 
Dapat kami tambahkan bahwa operator seluler yang berhasil, modal awalnya berikut pinjaman hanya diperlukan di awal 6-8 tahun pertama, sesudah itu seluruh investasinya yang di tahun ke 15 mencapai 30x modal awalnya praktis berasal dari pelanggan itu sendiri. Pinjamannya kalau mau dapat lunas semuanya dalam 15 tahun. Itu semua termasuk sudah dengan menyumbang sebagian terbesar dividen untuk pendidikan, dan investor mendapat keuntungan yang wajar. Jadi sesungguhnya penyumbang terbesar perusahaan seluler adalah pelanggan itu sendiri. Pelanggan sebagai fihak “yang kaya” itu kiranya mempunyai power yang besar, kemana dia akan berlangganan, sekiranya itu yang paling baik bagi bangsanya. Sehingga “walaupun” dengan mengikuti Konstitusi, akan tercapai kondisi Win-Win, karena semua Stake-holder mendapat bagiannya masing-masing dengan wajar. Tidak ada ketimpangan yang menyebabkan busung kenyang dan busung lapar. Bukankah ini yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia ? Kapan lagi kita berubah kalau tidak dimulai dari sekarang, sebelum betul-betul terlambat.
Demikian masukan yang kami susun dengan itikad baik. Semoga bermanfaat bagi Negara. Sangat diperlukan keberanian (seperti keberanian Amerika menghadapi CNOOC) dari pemerintah dan rakyat untuk kembali menerapkan Konstitusi. Ini bukan masalah Political Will namun adalah Constitutional Obligation, apalagi di saat KLB. Harapan kami masukan ini adalah merupakan Solusi seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden, bukan keluhan ataupun retorika. Mudah-mudahan pengalaman kami dapat menunjang tanggapan yang kami sampaikan. Mohon maaf bilamana ada hal yang keliru maupun kurang berkenan.
Atas perhatian Bapak Basuki, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Hormat kami, 

PT. Kreasi Profesi Investama,

Saleh Gunawan.
	Musuh Bangsa, Dari Dalam Pemerintahan Sendiri
Oleh Laode Ida

Kompas, Senin, 16 Mei 2005
PADA pelantikan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtastipikor), Rabu (4/5/2005) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan tiga musuh utama, yaitu bad governance (tata pemerintahan yang buruk), korupsi, dan inefisiensi (dalam penggunaan anggaran negara).
Kendati bukan hal baru dan sudah menjadi wacana publik serta sering diingatkan para pengamat dan aktivis sosial, namun pernyataan itu patut mendapat apresiasi karena merefleksikan kejujuran seorang kepala pemerintahan/kepala negara dalam mengungkap apa yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ketiga musuh utama itu jelas merupakan bagian dari kebiasaan, tradisi, atau budaya para pengelola birokrasi pemerintahan mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Hal itu merupakan buah dari konstruksi sosial-budaya di intern birokrasi pemerintahan sejak lama, dimulai dari persepsi para pemegang jabatan di pemerintahan, termasuk jajaran legislatif dan yudikatif, yang menganggap diri sebagai pemiliknya, bukan sebagai pemegang amanah untuk kepentingan rakyat yang ada di luar lingkungan jabatan dan birokrasi yang menjadi tanggung jawabnya.
Sementara pihak luar, baik individu maupun kelompok kritis, diposisikan sebagai outsiders, dianggap tidak berhak atas proses dan kebijakan yang diambil pejabat atau elemen internal terkait. Apalagi yang berkait kebijakan penggunaan uang negara, pengalokasian anggaran, perhitungan jumlah anggaran dari program/proyek, dianggap sebagai kewenangan mutlak para insiders.

KENYATAAN itu ditopang kuat oleh setidaknya dua pemahaman dasar yang saling terkait sekaligus merefleksikan arogansi kekuasaan pejabat birokrasi kita dengan berbagai motivasi tersel;ubung.

Pertama, masyarakat di luar birokrasi pemerintahan, outsiders, dianggap sebagai pihak yang harus tunduk pada kebijakan yang diambil elite pejabat, insiders. Apalagi masyarakat umum yang kerap diposisikan sebagai "awam", niscyaya dianggap "orang-orang bodoh", pihak yang sama sekali tidak tahu dan tidak perlu tahu tentang proses pengambilan kebijakan, terutama yang berkait dengan penganggaran. Para elite di lingkaran dalam birokrasi itulah yang dianggap sebagai "orang-orang pintar", yang memosisikan diri sebagai pihak yang memperoleh mandat untuk mengambil dan mengimplementasikan berbagai kebijakan dengan mengatasnamakan "bagi atau untuk kepentingan rakyat", kendati sebenarnya dalam proses itu amat diarahkan oleh rasional subyektif dan kepentingan (terselubung) mereka sendiri.

Kedua, adanya “prinsip kerahasiaan" dalam proses pengambilan kebijakan dan atau peyelenggaraan pemerintahan. Segala sesuatu dianggap sebagai masalah internal yang tak boleh diketahui publik sebelum dinyatakan sebagai "boleh dibuka ke publik". Apalagi yang terkait proses pengambilan kebijakan anggaran negara/daerah, terlebih jumlah rencana anggaran yang dialokasikan untuk program/proyek, dianggap mutlak hanya menjadi kewenangan segelintir elite di dalamnya. Maka, dan inilah kenyataan yang kita alami, amat jauh dari kemungkinan masyarakat mengetahui mengapa suatu program/proyek diadakan, mengapa anggarannya begitu besar, mengapa pemerintahan tak menganggarkan pembangunan infrastruktur aksesibilitas di daerah tertinggal, mengapa pemerintah tak memprioritaskan program penanggulangan atau pengentasan kemiskinan yang secara nyata ada di lingkungan para elite itu, kendati yang terakhir, misalnya, amat mendesak dilakukan.

Pada saat yang sama, para outsiders juga dianggap tak perlu tahu (no right to know) dan sama sekali tak punya kuasa untuk menghindarkan pemborosan anggaran akibat penggunaannya yang diorientasikan untuk pembangunan berbagai proyek fisik yang jauh dari kepentingan atau kebutuhan mendesak rakyat banyak. Soalnya semua kebijakan itu merupakan realisasi kepentingan para elite pengambil kebijakan, perwujudan dari negosiasi antara eksekutif dan legislatif, tanpa perlu mengonsultasikannya kepada rakyat yang secara langsung atau tak langsung memberi mandat kepada mereka untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sesuai kepentingan rakyat.

Singkatnya, anggaran negara yang dikelola pemerintah digunakan berdasarkan kepentingan elite sendiri, dan atau untuk mengimplementasikan berbagai program kegiatan dan pembangunan yang diklaim oleh para elite sebagai “kepentingan rakyat".

Karena berlindung di balik prinsip kerahasiaan pengelolaan uang negara dalam prosedur atau sistem yang diciptakan untuk mengamankan kepentingan para elite itu, maka proses-proses pengadaan barang dan jasa (procurement) dilakukan secara sangat tidak transparan.

APA yang dikatakan di sini, dalam perspektif kritis, sebenarnya selama ini penyelenggaraan pemerintahan sudah telanjur terjebak sistem yang buruk (bad practices). Hanya saja selama ini selalu dicoba ditutupi dan dilindungi oleh pejabat berwenang atau terkait, seolah-olah segala sesuatu berjalan baik, sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Apalagi sistem akuntabilitas para penyelenggara negara kita lebih bersifat administratif, di mana pelakunya sudah terbiasa atau terlatih trampil untuk menunjukkannya dengan berbagai upaya manipulatif, sehingga seolah-olah tak ada yang salah atau bersalah karena segala bukti yang diperlukan bisa diselesaikan dengan kerjasama baik di intern birokrasi pemerintahan itu sendiri maupun dengan pihak luar terkait.

Maka tak heran jika segala temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Kepolisian, dan Kejaksaan, bisa selalu diamankan, karena sudah terbiasa untuk "saling mengamankan". Tidak heran pula jika muncul istilah bahwa kesalahan administrasi dan berbagai penyimpangan termasuk yang terindikasi korupsi yang terjadi di berbagai level dan lini pemerintahan, dijadikan "proyek empuk" bagi penyidik yang berwenang, sehingga semua bisa aman dan selamat, dan hasilnya saling menguntungkan (dari segi materi dan kekuasaan).

Padahal, sekali lagi, semua itulah yang menjadikan langgeng dan berkelanjutannya praktik-praktik kotor, di mana aroma busuknya sudah mulai sedikit demi sedikit terungkap.

Terungkapnya kasus-kasus mega korupsi di berbagai daerah yang dilakukan para pejabat daerah (gubernur, Bupati/Walikota dan anggota DPRD), indikasi korupsi di KPU dan beberapa KPU Daerah, dan kredit macet di Bank Mandiri menunjukkan, ternyata selama ini kita membungkus dalam kemasan rapi sebagian penyelenggara dan pengelolaan keuangan negara yang bobrok bahkan boleh dikata sebagai "garong bejat". Kita berharap agar "bau busuk" yang menyengat itu bisa diproses oleh hukum secara berkeadilan, kendati peluang untuk "dinegosiasikan" sehingga kembali saling bisa mengamankan dan menguntungkan masih tetap terbuka, karena pelakunya belum banyak berubah.

ITULAH persoalannya,sehingga kali ini SBY tampak memiliki political will yang cukup untuk memerangi semua itu, maka sebenarnya ia tengah berperang melawan birokrasi intern yang sudah mendarah-dagingkan praktik-praktik busuk itu. Presiden memang memiliki kekuasaan untuk bisa melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsa ini, menegakkan hukum, termasuk melakukan pemberantasan korupsi, menekan inefisiensi dalam penggunaan anggaran, dan lain-lain.

Namun, kekuasaan tanpa keberanian untuk bertindak tak akan berarti apa-apa. Keberanian mana, berupa tindakan nyata terhadap para pejabat (dalam lingkungan pemerintahannya baik di pusat maupun daerah) termasuk yang diindikasi bermasalah, harus ditindak tanpa pilih kasih dan pandang bulu. Itu pun tak mungkin bisa dilakukan sendiri oleh seorang presiden, harus ditunjang para pembantunya yang juga harus berani, terdahulu bersih dan jauh dari conflict of interest.

Tanpa upaya mewujudkan hal itu, Presiden boleh jadi malah dicap sebagai “hanya beretorika" di tengah harapan rakyat yang begitu besar, bahkan bukan mustahil akan diklaim sebagai “pembela atau melindungi pejabat bermasalah".
Jika itu yang terjadi, Timtastipikor hanya akan menjadi instrumen yang juga ikut memboroskan uang negara, karena sebagai lembaga yang langsung bertanggungjawab pada Presiden, tak bisa berjalan melampaui batas-batas kekuasaan dan keberanian atasannya.

Laode Ida Wakil Ketua DPD RI


Pertobatan Stiglitz dan Perkins 
Republika, Rabu, 10 Agustus 2005

Bagi mereka yang kerap berkecimpung di bidang ekonomi, pasti akrab dengan nama Joseph Stiglizt. Mereka juga pasti tahu John Perkins. Keduanya adalah ekonom populer kelas dunia yang memberikan angin segar bagi penyadaran terhadap cengkeraman kapitalisme. Stiglizt sempat mengguncang kelicikan dua badan dunia IMF dan Bank Dunia. Peraih Nobel dalam bidang ekonomi pada 2001 itu menelanjangi kedua lembaga yang kerap dianggap antek AS itu pada bukunya ''Globalization and Its Discontents'' yang beredar 2002.

Dalam buku tersebut Stiglitz memaparkan betapa IMF dan Bank Dunia -- di bawah kendali AS dan negara barat lain -- begitu arogan dan cenderung mendiktekan keinginan mereka. Seolah-olah mereka paling paham kondisi negara yang akan dibantu, sehingga mereka pula lah yang paling layak menentukan obatnya. Celakanya, obat yang diberikan IMF cenderung sama untuk setiap negara, meski permasalahannya berbeda. Setiap negara yang membutuhkan bantuan selalu diminta melakukan liberalisasi di semua lini, demi apa yang mereka namakan globalisasi. Subsidi dilarang, bea masuk diturunkan sampai nol persen, perusahaan asing dibolehkan masuk di seluruh nadi perekonomian. Sebaliknya, AS justru menghalalkan subsidi dan mencegah barang asing masuk.

Begitu pula yang terjadi di negara yang terkena krisis pada 1998 sehingga harus mengemis ke IMF. Tak terkecuali Indonesia. Liberalisasi telah menjadikan perusahaan besar, bahkan BUMN dikuasai asing. Tengok saja 10 bank swasta terbesar, semua sudah dikuasai asing. Indosat pun kini sudah menjadi PMA. Stiglitz tahu betul mengenai kelicikan IMF dan Bank Dunia, karena selama tiga tahun, 1997-2000, dia menjadi ekonom senior dan wakil presiden senior di Bank Dunia. Sebelum itu, dia bertugas di Gedung Putih sebagai Ketua Dewan Penasihat Ekonomi untuk Presiden Clinton.

Dua tahun kemudian, pada 2004, terbit buku yang tak kalah mengejutkan. Buku tersebut tulisan John Perkins dengan judul yang menggelitik ''Confessions of an Economic Hit Man''. Buku ini merupakan pengakuan dosa dari Perkins setelah belasan tahun bekerja untuk kepentingan segelintir orang-orang kaya di AS. Profesi dia saat itu disebut sebagai economic hit man (preman ekonomi). Di mana dia bekerja sebagai konsultan yang bertugas merampok negara miskin untuk kepentingan perusahaan AS. 

Memakai istilah preman, karena memang kerjanya mirip preman atau mafia yang menggunakan segala cara untuk menggolkan keinginannya, termasuk menyuap dengan wanita, bahkan juga membunuh. Dan yang dibunuh, bukan sembarang orang, melainkan Presiden sebuah negara. Perkins ditasbihkan sebagai preman ekonomi pada 1971-1981. Awalnya, dia direkrut, dilatih, dan kemudian bekerja di bawah koordinasi Badan Keamanan Nasional (NSA). Tapi dalam operasionalnya, Perkins dipekerjakan secara terselubung di perusahaan swasta AS, seperti Monsanto, General Electric, Nike, General Motors, dan Wal-Mart.

Tugas pertama Perkins adalah membuat laporan fiktif kondisi negara berkembang agar lembaga-lembaga bantuan seperti IMF, Bank Dunia, dan USAID mau mengeluarkan utang. Kelak utang tersebut akan berupa utang untuk proyek infrastuktur yang dikerjakan oleh perusahaan besar di AS, seperti Bechtel dan Haliburton. Tugas kedua, Perkins harus membangkrutkan negeri penerima utang. Caranya adalah dengan terus memberikan utang dalam jumlah besar, sehingga negara tersebut terjebak dalam perangkap utang. Setelah tersandera utang, AS memanfaatkan secara ekonomi maupun politik internasional.

Bagaimana nasib mereka yang menolak keinginan AS? Bunuh. Itu yang terjadi pada Presiden Panama, Omar Torrijos, dan Presiden Ekuador, Jaime Roldos. Dua presiden yang menolak bekerjasama dengan AS itu dilenyapkan dengan kedok kecelakaan mengerikan. Operasi para preman ini memang bertingkat. Level pertama, menggelontorkan utang untuk kemudian memeras negara tersebut. Jika pemerintahan negara itu menolak, masuk level dua, yakni jagal (the jackal) beroperasi dengan membunuh sebagaimana di Ekuador. Jika upaya membunuh gagal, masuk level ketiga: operasi militer. Irak adalah contohnya..

Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia masuk level pertama. Dimulai dari tiga bulan keliling Indonesia pada 1971, Perkin ditugasi membuat skenario bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita naik drastis. Kemudian angka fantastis itu dilaporkan ke Bank Dunia dan IMF. Maka mulailah pemerasan kekayaan Indonesia setelah sebelumnya menjerat dengan utang yang mustahil untuk dilunasi. Presiden AS Richard Nixon saat itu berpesan agar Indonesia diperas sampai kering, dan jangan sampai jatuh ke tangan Uni Sovyet. Hasilnya, AS menyedot minyak, mengeruk emas, dan eksploitasi aset lain untuk kepentingan mereka, sementara kita terengah-engah membayar utang.

Stiglitz dan Perkins barangkali merupakan fenomena. Karena apa yang diungkap dalam bukunya adalah sebuah kesaksian, sebuah pengkuan dosa, sebuah pertobatan. Bahwa apa yang selama ini mereka kerjakan dengan kedok globalisasi dan bantuan asing, tak lebih hanyalah perangkat untuk mengeksploitasi habis-habisan negara berkembang. Indonesia telah masuk perangkap yang mereka buat. Tapi masuknya mereka tidak mungkin tanpa konspirasi dengan birokrat dan ekonom Indonesia saat itu. Kalau Stiglitz dan Perkins sudah membuat pengakuan, mungkinkah ekonom Indonesia yang masuk dalam konspirasi untuk membangkrutkan negara ini berani memberikan pengakuan? 
( anif punto utomo )
CNOOC Akhirnya Menyerah 
Republika, Kamis, 04 Agustus 2005
Keputusan ini sebagai dampak dari tekanan yang kuat dari warga dan Pemerintah AS.
SAN FRANCISCO - Tarik ulur proses jual beli saham perusahaan minyak AS, Unocal Corp, yang berjalan alot akhirnya menemui titik terang. Pemerintah Cina melalui perusahaan miliknya, CNOOC, memutuskan menarik tawarannya yang sebesar 18,5 miliar dolar AS. 

Penarikan diri itu sekaligus mengakhiri polemik yang berkembang di kalangan warga AS. Mereka khawatir bila CNOOC yang 70 sahamnya dimiliki Pemerintah Cina dapat menguasai Unocal akan mengganggu stabilitas keamanan nasional AS. 

CNOOC memang sangat bernafsu menguasai Unocal. Perusahaan yang bermarkas di Hongkong itu harus bersaing dengan rivalnya, Chevron Corp, yang hanya menawarkan pembelian lebih kecil, 16,6 miliar dolar AS. Bahkan, mereka juga berani memberikan insentif tambahan bagi para pemegang saham Unocal bila transaksi itu terjadi. CNOOC juga telah memasang iklan di sejumlah media AS dan melobi sejumlah petinggi di Kongres maupun Pemerintah AS.

Mundurnya CNOOC itu jelas melapangkan jalan bagi Chevron untuk mengakuisisi Unocal pekan depan meski Chevron hanya menyiapkan dana tunai dan saham senilai 700 juta dolar AS. Chevron memang diuntungkan oleh semangat nasionalisme yang datang dari rakyat AS. 

Keputusan CNOOC menarik diri tidak terlepas dari tekanan politik yang begitu kuat. Padahal, perusahaan ini telah berusaha memberikan penawaran dan kemudahan yang lebih baik. ''Ini sebuah kejadian yang tidak bisa dijadikan contoh karena adanya tekanan politik yang patut disesalkan. Hal ini membuat kami kesulitan mencapai sukses,'' ungkap pernyataan resmi CNOOC.

Juru bicara Chevron, Don Campbell, menolak mengomentari pernyataan CNOOC. Pihaknya hanya menjamin proses akuisisi berjalan lancar. Akuisisi diharapkan selesai sebelum 10 Agustus bertepatan dengan rapat pemegang saham Unocal. Mundurnya CNOOC itu juga telah diantisipasi para pemegang saham.

Juru bicara Unocal, Barry Lane, menyatakan bahwa jajaran direksi telah menyadari tawaran CNOOC lebih tinggi. Fadel Gheit, analis dari Oppenheimer & Co, menyetujui langkah Unocal. Namun, ia meragukan bila tawaran itu datangnya dari perusahaan minyak lain, apakah juga akan mendapat tekanan yang kuat. ''Bila perusahaan Royal Dutch, Shell menawarkan sahan dua dolar lebih tinggi, apakah Chevron tetap menguasai Unocal? Kita telah memperlakukan Cina berbeda dari negara lain,'' katanya. 

Professor Peter Morici, peneliti dari University of Maryland Business, yakin dalam masalah ini telah terjadi standar berbeda terhadap Cina. Pasalnya, negara ini sangat ketat dalam mengatur kebijakan investasi asing di dalam negerinya. Sampai kini Cina menolak menerapkan kontrol mata uang yang memungkinkan tersedianya dolar dalam jumlah besar. ''Cina tidak menerapkan kebijakan yang sama dengan negara lain. Cina mementingkan diri sendiri dan tidak saling menguntungkan,'' tuturnya.

Gheit memperkirakan Cina akan membalas kejadian ini karena merasa disingkirkan akibat tekanan politik. ''Cina mungkin berpikir, kita tidak tahu bagaimana, kapan. Tapi, kami akan memperoleh Chevron. Ini akan menjadi catatan dalam sejarah Cina,'' ujarnya.

Chevron telah bekerja sama dengan CNOOC dalam proyek pengeboran di dekat Cina dan Australia. Cambell juga enggan berkomentar lebih jauh tentang prospek hubungan kedua perusahaan minyak itu karena masalah Unocal ini. ''Kesepakatan ini baik untuk Chevron. Ini patut dilakukan. Tapi, kalau seandainya saya pimpinan Chevron, saya akan memanggil Cina saat ini juga,'' kata William Ferer, direktur riset WH Reaves & Co.

Praktisi hukum menilai pembelian Unocal itu suatu saat dapat digunakan Cina untuk melawan AS. ''Saya tidak tahu kenapa kita harus memberikan teknologi minyak ini ke negara seperti Cina?'' ujar seorang pakar hukum.

Senator dari Partai Demokrat, Charles Schumer, mengkritisi Cina yang memberlakukan tenaga kerja kurang baik dan kebijakan Pemerintah Cina terhadap investor asing di negeri tersebut. ''Kehebohan terhadap Cina dari perusahaan dan tenaga kerja AS merupakan suatu yang beralasan. Bila Cina terbuka terhadap perusahaan AS yang ingin membeli perusahaan Cina, saya pikir CNOOC tidak akan menghadapi masalah sesulit ini,'' jelasnya.

Saham Chevron Selasa (2/8) naik 1,13 dolar dan ditutup pada posisi 59,56 dolar AS di New York Stock Exchange. Saham CNOOC naik 4,153 dolar atau enam persen menjadi 73,49 dolar AS. Saham Unocal juga naik 16 sen menjadi 64,53 dolar AS.

(ap/hir )
Lampu Kuning bagi Negeri Tercinta

Oleh: IKRAR NUSA BHAKTI 

Kompas, Senin, 25 Juli 2005
Ketika penulis ingin mengungkapkan isi hati dan pikiran melalui tulisan ini dengan judul di atas, seorang kawan yang pernah menjadi Ketua Iluni FISIP UI mengirim pesan singkat (SMS).

”Emang masih ada Lampu Kuning di Negeri Aca-Kadut ini...? Ibarat traffic light aja, tiangnya udah bablas (lenyap)...lampunya udah koit (mati) gak kuat bayar PLN, PLN gak kuat bayar BBM (karena diutangin BUMN), Pertamina gak kuat impor minyak (karena duit subsidi BBM tak kunjung datang), dan seterusnya. Di negeri ini, semua pemimpin jalan sendiri-sendiri aja, sambil tengok kanan-kiri, cari selamet masing-masing!”

Seorang kolega yang birokrat mengatakan, ”Sebetulnya indikasi state failure sudah ada, ukurannya adalah APBN yang tidak realistis. Maksudnya, komponen anggaran yang ada hanya untuk mempertahankan eksistensi negara, bukan untuk melangkah maju.”

Ada lagi teman yang berkomentar dengan bahasa intelektual. Katanya, ”Pengambilan keputusan di negeri ini bersifat dadakan atau kecelakaan (by accident) dan bukan atas dasar perencanaan (by design). Pernyataan-pernyataan petinggi republik ini keluar begitu saja, bersifat mendadak dan bukan atas pertimbangan atau perencanaan yang matang.”

Kedaulatan di ujung tanduk
Apa yang diungkapkan teman- teman itu ada benarnya. Mari kita simak apa yang terjadi di negeri kita ini. Ketika peristiwa gempa dan tsunami terjadi di Aceh pada 26 Desember 2004, sehari kemudian di Provinsi Papua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan directives yang berisi 12 butir.

Ketika bencana busung lapar mulai terungkap di Nusa Tenggara Barat yang kemudian ternyata terjadi juga di daerah-daerah lain, termasuk di pinggiran Jakarta, Presiden SBY mengungkapkan di depan para gubernur betapa perlunya Badan Koordinasi Intelijen Daerah (Bakorinda) dibentuk kembali. Bakorinda dinilai relevan lagi menyusul peledakan bom di Pasar Tentena. Entah apa lagi yang akan dibentuk ketika bahaya flu burung melanda beberapa daerah dan sudah merenggut tiga nyawa di Tangerang.

Ketika berhadapan dengan sekelompok petani di Jawa Barat pertengahan Juni lalu dan para petani menanyakan kepada Presiden SBY mengenai bagaimana berkomunikasi langsung dengan beliau, secara mendadak Presiden mengatakan, ”Catat saja nomor HP saya dan kirimkan pesan Anda melalui SMS.” Apa yang terjadi kemudian adalah... tulalit, tulalit, tulalit.

Ketika pada awal Juli BBM langka di mana-mana, rapat-rapat kabinet dilakukan, termasuk yang berlangsung lebih dari 10 jam, berita yang muncul kemudian, ”Pemerintah maupun Pertamina minta maaf.”

Anehnya, meski harga minyak mentah sudah mencapai 60 dollar AS per barrel, APBN-Perubahan masih mematok angka 45 dollar AS per barrel. Presiden pun bimbang, mau menaikkan harga BBM atau penghematan. Pilihan yang diambil pun penghematan. Ibu kota Jakarta jadi gelap gulita, semua stasiun TV harus stop siaran dari pukul 01.00 sampai dengan pukul 05.00, dan kantor- kantor pemerintah pun harus berhemat. Entah berapa triliun lagi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk subsidi BBM, apalagi kalau harga minyak mencapai 100 dollar AS per barrel!

Anehnya lagi, pembangunan monorel di Jakarta tak kunjung jelas penyelesaiannya, sementara di Bangkok dan Kuala Lumpur sudah ada. Semua itu untuk hemat energi dan mencegah bertambahnya polusi kota. Apa pemerintah takut kepada para agen tunggal pemegang merek mobil, khususnya dari Jepang, yang akan hengkang dari Indonesia jika monorel dan MRT dibangun? Kedaulatan kita benar-benar berada di ujung tanduk.

Kini, setelah pasokan BBM lancar kembali, Presiden pun akan melanglang buana kembali, terutama ke China, karena Pertamina sudah janji tanggal 26 Juli adalah deadline normalnya kembali pasokan BBM.

Namun, pantaskah seorang Menko Perekonomian sebelumnya melawat ke Beijing dengan pesawat pribadi yang menimbulkan cemooh di negeri China, ”Katanya Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi, kok menterinya bisa ke Beijing dengan pesawat pribadi?”

Alih-alih memikirkan nasib rakyat, para anggota DPR malah meminta kenaikan tunjangan 69-104 persen, tetap jalan-jalan ke luar negeri untuk studi banding di kala parlemen di negeri Paman Sam dan Napoleon sedang libur musim panas. Hebatnya lagi, partai-partai yang punya kursi di DPR mendapatkan ”salam tempel politik” Rp 21 juta per kursi per tahun dari pemerintah! Kita hanya bisa mengurut dada.

Situasi ”ungovernable”
Apa yang terjadi sejak terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu sembilan bulan lalu ialah negeri kita tampaknya sedang menjurus ke situasi ungovernable, di mana terasa seolah-olah kita tidak memiliki pemerintahan lagi. Jika tidak cepat diatasi, bukan mustahil negeri ini akan menuju kepada failed state, negara yang bangkrut dan gagal.

Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2009 yang jauh lebih tebal dari GBHN itu tampaknya masih sekadar pajangan. Adalah suatu ironi bahwa presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat bukan memenuhi janjinya mengenai ”Bersama Kita Bisa”, melainkan justru mengesankan ke arah ”Bersama Kita Sengsara”, kalau tidak dapat dikatakan ”Bersama Kita Binasa”.

Situasi yang ibarat lampu kuning ini hanya mungkin menjadi lampu hijau jika konsep good governance benar-benar berlangsung di negeri ini dan kita berani menentukan ke mana negeri ini akan melangkah, bukan tunduk kepada kemauan asing.

Ikrar Nusa Bhakti Ahli Peneliti Utama LIPI
